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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan syarat

kepailitan yang wajib dipenuhi dan dibuktikan di persidangan. Berdasarkan pasal tersebut maka terhadap

debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh

tempo dan dapat ditagih dapat dipailitkan apabila dapat dibuktikan secara sederhana dalam persidangan.

Oleh karena itu penulis ingin meneliti apakah Permohonan Pailit yang diajukan oleh para pekerja PT Indah

Pontjan telah memenuhi syarat pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 37 tahun 2004

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan apakah putusan pengadilan dan

Mahkamah Agung telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Bentuk penelitian ini adalah penelitian hukum normatif

dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, teknik

pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara studi kepustakaan. Dari hasil penelitian, diperoleh

kesimpulan yaitu mantan pekerja yang dilakukan pemutusan hubungan kerja merupakan kreditur preferen

dalam kepailitan dan utang berupa upah pekerja beserta hak-hak lainya yang timbul akibat pemutusan

hubungan kerja merupakan utang dalam kepailitan. Oleh karena itu permohonan pailit yang diajukan para

mantan pekerja PT Indah Pontjan terhadap PT Indah Pontjan telah sesuai dengan syarat pailit sebagaimana

diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang dan syarat pailit tersebut telah dapat dibuktikan secara sederhana dengan

adanya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 04/G/2008/PHI. Mdn tanggal 8 Januari 2008 jo

Putusan Nomor 905 K/Pdt.

Sus/2008 tanggal 24 Maret 2009 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 PK/Pdt. Sus/2010 tanggal 16

Februari 2010. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang meskipun terhadap harta debitur telah terdapat penetapan

eksekusi putusan pengadilan sebelumnya, debitur tetap dapat dimohonkan pailit selama syarat pailit

terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sederhana.
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<b>ABSTRACT</b><br>

Article 2 paragraph (1) of Law of The Republic of Indonesia Number 37

of 2004 on Bankruptcy and Suspension of obligation for Payment of Debts

stipulates the conditions of bankruptcy which must be fulfilled and proven before the court. In accordance

with the mentioned article, debtor having two or more creditors and not paying at least one debt which has

been matured and payable can be declared bankrupt provided that the provisions of bankruptcy can be

simply proven before the court. Therefore, author wants to examine whether the petition for declaration of

bankruptcy filed by workers of PT Indah Pontjan has met the provision of bankruptcy stipulated in Law of

The Republic of Indonesia Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of

Debts and to examine whether court decision and Supreme Court decision are complied with Law of The

Republic of Indonesia Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of

Debt. This research is a form of normative legal research with typology research is explanatory research.

Data used is secondary data, the data collection techniques used is study literature. From the research, author

obtains conclusions that former workers who are performed the termination of employment constitute

preferred creditors in bankruptcy and debts in the form of wages of workers and other rights arising from

employment termination constitute debts in bankruptcy. Therefore, petition for declaration of bankruptcy

filed by former workers of PT Indah Pontjan against PT Indah Pontjan has met the conditions of bankruptcy

stipulated in article

2 paragraph 1 Law of The Republic of Indonesia Number 37 of 2004 on

Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts. Further, the

conditions of bankruptcy can be simply proven before the court by the existence of Court Decision of

Industrial Relations Court Number 04/G/2008/PHI. Mdn dated 8 January 2008 jo Court Decision Number

905 K/Pdt. Sus/2008 dated 24 March 2009 jo Supreme Court Decision Number 03 PK/Pdt. Sus/2010 dated

16 February 2010. In accordance with Article 31 paragraph 1 Act of The Republic of Indonesia Number 37

of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts, although there is already

execution related to the debtor's assets, debtor still can be declared bankrupt provided that all conditions of

bankruptcy are met and proven simply before the court.


